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ABSTRAK  

 
 

 MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN BEA MATERAI ATAS 

DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK  

DI KOTA PEKANBARU 

 

Oleh: WULAN DARI 

 

Pajak merupakan faktor penting untuk penerimaan negara, setiap kantor 

berusaha mencapai target, salah satunya kantor pelayanan pajak (KPP) pratama 

pekanbaru tampan. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui mekanisme 

pengenaan Bea Materai yang di kenakan atas dokumen elektronik wajib pajak, 

kendala dan penerapan Bea Materai atas dokumen elektronik wajib pajak di Kota 

Pekanbaru. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder melalui metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan Bea Materai atas dokumen 

elektronik wajib pajak di kota pekanbaru belum efektif karena target dan 

realisasinya belum tercapai. Besaran tarif yang saat ini berlaku berdasarkan 

undang- undang Bea Materai yaitu Rp.3000,00 dan Rp. 6000,00. Adapun  kendala 

dan penerapan Bea Materai atas dokumen elektonik wajib pajak di kota pekanbaru 

yaitu dokumen sudah bergeser, semula hanya berupa dokumen kertas (hardcopy), 

sekarang sudah menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik secara legal di 

samakan dengan dokumen kertas sebagai alat bukti hukum yang sah. 

 

Kata Kunci: Bea Materai, Dokumen Elektronik,  Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mensejahterahkan 

kehidupan Negara dan bangsa yang adil, aman, tentram dan tertib, serta 

menjamin kehidupan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud, pembangunan Nasional yang dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air 

memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan 

sendiri. 

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-

Undang ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1986. Selain itu, untuk mengatur 

pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 

sebagaimana telah di ubah dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan 

harga nominal yang di kenakan Bea Materai (Mardiasmo 2011:301) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Menetapkan Pajak atas Dokumen yang disebut 

Bea Materai. Pelaksaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang  Perubahan Tarif Bea Materai Dan 

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. 
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Teknologi Informasi semakin berkembang ke arah modern. Teknologi 

Informasi memungkinkan manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Salah 

satunya Teknologi Informasi yang saat ini yang berkembang pesat adalah 

Teknologi Komputer. Komputer telah menjadi bagian dari manusia untuk  

mempermudah berbagai kegiatan manusia. Dalam hal administrasi, komputer 

menjadi media dokumentasi. Di zaman modern ini, Dokumen-Dokumen 

dibuat dengan mudah melalui proses pengetikan dengan komputer hasil 

pengetikan tersebut dapat berupa Dokumen Eloktronik  (soft copy)  maupun 

Dokumen cetakan  (hard copy) menggunakan kertas.  

Berkaitan dengan transaksi elektronik, Direktorat Jenderal Pajak sudah 

melakukan kemajuan penggunaan Dokumen Elektronik. Direktorat Jenderal 

Pajak sudah menetapkan pembayaran Elektronik dengan sebutan e-billing. E- 

billing merupakan aplikasi yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak. 

Pembayaran pajak dilakukan dengan metode pembayaran elektronik. 

Kelebihan dari transaksi ini adalah cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. 

Bea Materai adalah pajak atas dokumen kertas yang berisikan tulisan 

yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan 

bagi seorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam peraturan lama 

materai dikenakan Pajak (Bea Materai) yaitu biaya pajak atas dokumen  

dengan memberikan cap tanda (Materai), saat ini Bea Materai hanya terutang 

pada dokumen berupa kertas. Bea Materai dapat dilakukan khususnya 

ekstensifikasi Bea Materai terkait dengan perluasan objek. Menurut Sumitro 

(1990) peningkatan pajak. Untuk menerapkan kebijakan, diperlukan 
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pengawasan pula agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Pengawasan  perlu dilakukan agar kebijakannya dapat dipatuhi wajib pajak.   

Namun, seperti yang kita dengar sebagai Negara Indonesia kita harus 

membayar pajak. Begitu pula dengan Dokumen Elektronik. Sudah sewajarnya 

Dokumen Elektronik dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan 

Materai pada dokumen ini. Pada dasarnya pengenaan materai ini memang 

bukan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Namun, pemateraian 

pada perjanjian adalah penting agar perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai 

alat pembuktian mengenaian perbuatan, kenyatan, atau kesadaran yang 

bersifat perdata. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Bea Materai 2017-2019 

 

No Tahun Target Realisasi % (capaian) 

1 2017 262.058.000 195.000.000 74.41% 

2 2018 463.775.000 165.000.000 35.57% 

3 2019 787.496.000 404.406.000 51.35% 

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020 

Dari pemaparan tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2017 memiliki 

Target sebesar Rp.262.058.000 namun hanya bisa Teralisasikan sebesar 

Rp.195.000.000. pada Tahun 2018 memiliki Target sebesar Rp.463.775.000. 

namun hanya bisa Teralisasikan sebesar Rp.165.000.000. Pada Tahun 2019 

memiliki Target sebesar Rp.787.496.000 namun hanya Teralisasi sebesar 

Rp.404.406.000.  

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian Target dengan yang Terealisasikan setiap Tahun tidak terpenuhi 
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banyak faktor yang mempengaruhinya, minsalnya Targetnya terlalu besar 

karena faktor dari wajib pajaknya. Pada Tahun 2018 ada 1 wajib pajak yang 

melakukan pembayaran terlalu besar maka dari Tahun 2018 dapat dihitung 

untuk Target 2019. Ternyata Tahun 2019 wajib pajaknya tidak melakukan 

pembayaran sebesar 2018, maka wajib pajak dipindahkan keluar KPP, jadi 

penerimaan dari wajib pajak tersebut tidak masuk KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan tetapi telah  masuk KPP lain. 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul            

“MEKANISME PENGENAAN DAN PENERAPAN  BEA MATERAI 

ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK WAJIB PAJAK DI KOTA 

PEKANBARU”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Mekanisme Bea Materai yang dikenakan atas Dokumen 

Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru ?  

2. Apakah ada kendala dan penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik 

Wajib Pajak di Kota Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Tugas Akhir, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Mekanisme Bea Materai yang dikenakan atas Dokumen 

Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui ada kendala dan penerapan Bea Materai atas Dokumen 

Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Penulis yaitu: 

1. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari 

terhadap masalah- masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja. 

2. Mengetahui dan memahami untuk mengetahui berapa Bea Materai 

atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak. 

3. Dapat menjadikan referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam 

permasalahan yang sama. 

4. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam melatih kemampuan 

menulis. 

1.4.2 Bagi Universitas Khususnya Program Studi D3 Administrasi 

Perpajakan yaitu: 

1. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas khususnya 

Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi penelitian dan waktu 

Lokasi dan waktu penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka 

II) Pekanbaru.  
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1.5.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan 8 Juni 2020- 2 Agustus 2020 

1.5.3 Jenis Data   

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung  

melalui wawancara dengan kasubag tata usaha para pegawai  Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan . 

2. Data Sekunder  merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti laporan, catatan,dan 

dokumen melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

 Penulis melakukan wawancara dengan cara berdiskusi maupun 

berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung maupun 

tidak langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak 

terkait. 

2. Metode Observasi 

 Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara 

langsung atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Merupakan suatu pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan pada subyek penelitian, namun diperoleh dari dokumen-
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dokumen atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan 

transkip, buku, surat-surat kabar lainnya. 

1.5.5 Analisis Data 

Merupakan sebagai upaya untuk mengelola data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik data-data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara 

sistematis langkah selanjutnya mengadakan analisis dan dibahas yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penulisan Tugas Akhir, 

agar mempermudah pembaca dalam memahami setiap pembahasan. 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yaitu: 

BAB 1  : PENDAHULUAN  

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teknik dan metode 

pengumpulan data, sistematika penulisan berdasarkan penelitian 

penulis. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pratama 

Pekanbaru Tampan, Sruktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 



8 

 

 
 

Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas ( Job Description) 

Kantor Pelayan an Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini menguraikan gambaran mengenai Efektivitas Bea Materai 

atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. 

BAB IV : PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal 

yang telah dikemukakan dan saran yang menjadi bahan masukan 

dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Pekanbaru  

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak yang melaksanakan  pelayanan  di  bidang  perpajakan  kepada  

masyarakat  di  dalam  lingkup  wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. 

KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  dibentuk  pada  Tahun  2008  

berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  67/PMK.01/2008 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

132/PMK.01/2006  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal 

Direktorat  Jenderal  Pajak.  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  yang  

memiliki  tugas  dan  fungsi untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  

Direktorat  Jenderal  Pajak.  KPP  Pratama  Pekanbaru Tampan  mempunyai  

tugas  melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan,  dan  pengawasan  Wajib Pajak  

di  bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  

atas  Barang Mewah,   Pajak  Tidak  Langsung  Lainnya  dan  Pajak  Bumi  

dan  Bangunan  dalam  wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  

Keuangan  Nomor  206.2/PMK.01/2014  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP  

Pratama   Pekanbaru  Tampan  adalah  sebagian  wilayah  kota  Pekanbaru  

yang  meliputi  5 kecamatan sebagai berikut: 
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1. Kecamatan Tampan 

2. Kecamatan Payung Sekaki 

3. Kecamatan Marpoyan Damai 

4. Kecamatan Bukit Raya  

5. Kecamatan Sukajadi 

Kecamatan-kecamatan  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  kerja  KPP  

Pratama  Pekanbaru Tampan  adalah  wilayah  pengembangan  Kota  

Pekanbaru  dengan  kegiatan  bisnis  yang berkembang  pesat  di  bidang  

Pemerintahan,  perdagangan  dan  jasa.  Saat  ini,  KPP  Pratama Pekanbaru  

Tampan  beralamat  di  Jalan  Ring  Road  Arengka  II  (Jalan  SM  Amin),  

Pekanbaru, Riau. 

 

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

1. Visi 

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Menjadi 

unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin 

kedaulatan dan kemandirian Negara.  

2. Misi 

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Pajak dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan: 

a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.  
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b. Pelayanan berbasis Teknologi Modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

c. Aparatur pajak yang berintegritas,kompeten, dan professional 

d. Kompensasi yang kompetatif berbasis sistem manajemen kenerja. 

 

2.3 Stuktur Orginisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan 

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor  

2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal 

3. Kasubag Umum Data dan Informasi  

4. Kasi Pelayanan  

5. Kasi Penagihan  

6. Kasi Pemeriksaan  

7. Kasi Ekstensifikasi  

8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV 

9. Kasi Fungsional 
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2.3.1 Stuktur Organisasi KPP Tampan  

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan 
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2.4 UraianTugas (Job Description) Kantor Pelayan Pajak  Pratama 

Pekanbaru Tampan  

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 

b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan 

pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi 

keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. 

c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai 

arahan kepala kantor wilayah. 

d.  Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi 

dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan..  

e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi 

perpajakan. 

2. Kepala Sub Bagian Umum 

Mengkordinasikan tugas dan pelayanan kesekretarian dengan cara 

mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah 

tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor 

pelayanan pajak. 
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3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi  

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, 

penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan 

tata usaha penerimaan perpajakan, pengelolaan pajak bumi dan bangunan 

dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pelayanan dukungan 

teksi komputer,pemantauan aplikasi e- SPT dan e- Filling pelaksanaan I-

SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja. 

4. Seksi Pelayanan  

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan , 

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan , serta serta penerimaan 

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaa registrasi wajib pajak, 

serta melakukan kerja sama perpajakan. 

5. Seksi Penagihan  

Adapun  tugas seksi penagihan adalah:  

a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda 

pembayaran piutang pajak dari wajib pajak. 

b. Memberi Surat Tagihan (ST) 

c. Penerbitan surat pemerintah pengihan sengketa terhadap wajib pajak 

tertentu (wajib pajak mempunyai edikatd baik untuk melakukan 

pembayaran pajak.) 

d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan  

e. Memberikan surat paksa (SP) 
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f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak 

(apabila wajib pajak memiliki rekening bank). 

g. Menerbitkan surat pemerintah melakukan penyitaan (SPMP) 

h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kedaluarsa 

pengihan pajak. 

7. Seksi Pemeriksaan  

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan 

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

penerbitan dan penyaluran surat pemerintah pemekrisaan pajak, serta 

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

8. Seksi Ekstensifikasi  

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan: 

a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengsn penelitian lapangan 

b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor 

c. Tata cara pemprosesan dan penata dokume masuk 

d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber- NPWP 

e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat 

fiscal 

f. Tata cara penyelesaian mutasi sebgai objek dan subjek pajak PBB 

g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB 

h. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB 

i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB 

j. Tata cara pembentukan/ penyempurnaan  

k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan 
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9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1.11.111.1V 

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak 

dan konsultasi teknis, perpajakan,penyusunan profil wajib pajak, analisis 

kerja wajib pajak melakukan rekonsilasi data wajib pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi 

pengawasan dan konsultan. 

10. Seksi Fungsional  

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 

funsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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BAB IV  

PENUTUP  

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah dikemukakan di atas 

tentang Mekanisme Pengenaan dan Penerapan Bea Materai atas Dokumen 

Elektronik Wajib Pajak di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Wajib pajak bea materai membuat dokumen elektronik. Dokumen 

elektronik terbagi 2 yaitu E-materai dan Bea materai, E-materai bisa di 

katakan bebentuk pulsa seperti code generator yang dibuat oleh sistem. Code 

generator ini yang akan disalurkan melalui penyaluran-penyaluran 

(Channeling) diterapkan di 4 saluran saluran elektronik H2H, saluran 

elektronik terhubung dengan E-Wallet, saluran paada “merchants” untuk 

materai tempel dan E-materai saluran POS (Point of Sales) sedangkan bea 

materai terbagi menjadi materai 3.000 dan materai 6.000 wajib pajak bea 

materai membayar bea materai melalui surat setoran pajak (SSP) ke 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Penerapan Bea Materai atas Dokumen Elektronik Wajib Pajak di Kota 

Pekanbaru yaitu dokumen di masyarakat sudah bergeser dari yang semula 

hanya berupa dokumen kertas (hardcopy), atau yang dapat di cetak menjadi 

dokumen kertas, sudah berkembang menjadi dokumen elektronik, yang sama 

sekali tidak diperlukan  untuk dicetak dalam bentuk kertas, yang secara legal 

disamakan dengan dokumen kertas sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam 
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penerapan Bea Materai atas dokumen, yang berbentuk kertas dikenakan Bea 

Materai, sedangkan untuk yang berbentuk non fungsi kertas tidak dikenakan 

Bea Materai meskipun memiliki muatan dan fungsi yang sama dengan 

dokumen yang berbentuk kertas. 

 

4.2 Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. KPP Tampan diharapkan  lebih memperhatikan bea materai yang tersebar 

luas, kerena bea materai yang diperjual belikan banyak yang belum 

memadai tarif normalnya.  

2. Sebaiknya KPP Tampan sering melakukan sosialisasi terkait bea materai 

supaya tidak terjadi pemalsuan materai tempel, pengindaran pengenaan 

bea materai dan pengatur yang belum memadai batasan, dapat dengan 

mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya. 

3. Materai sudah bergeser dari dokumen kertas sekarang sudah menjadi 

dokumen elektronik yang tidak perlu dicetak lagi. Penerapan bea materai 

atas dokumen kertas dikenakan bea materai sedangkan non fungsi kertas 

tidak dikenakan bea materai meskipun memiliki muatan dan fungsi yang 

sama dengan dokumen yang berbentuk kertas. 
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